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ABSTRAK

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari’ah adakalanya mengalami
kemacetan. Bank Syari’ah kemudian berupaya mengembalikan dana pihak ketiga
(DPK) salah satunya dengan mempailitkan nasabah penerima pembiayaan ke
Pengadilan Niaga dengan segala akibat hukumnya jika memenuhi syarat yang
ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu memiliki minimal
dua kreditor, tidak membayar sedikitnya satu utang, utang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih. Salah satu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
mengikat ialah putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG. Karena yang terlibat di dalam
putusan tersebut adalah pihak-pihak yang tunduk pada hukum ekonomi Syariah
penelitian ini akan memfokuskan pada dua persoalan yaitu: pertama, apakah putusan
pailit  No.3/PAILIT/2014/PN.SMG mempertimbangkan prinsip syari’ah yang
termanifestasi di dalam Fatwa DSN khususnya yang berkaitan dengan akad
murabahah? Kedua, secara umum bagaimanakah pemahaman hakim Pengadilan
Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan antara para pihak yang tunduk pada
hukum ekonomi Syari’ah?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ada dua yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan,
putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari publikasi hukum seperti
buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan ekonomi syariah.
Analisis yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dan juga untuk menjawab
rumusan masalah bersifat deskriptif yakni peneliti menggambarkan putusan dan juga
hasil wawancara untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulannya adalah: 1) Putusan
perkara kepailitan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG tidak mempertimbangkan sama
sekali hukum Islam yang dalam hal ini termanifestasi di dalam Fatwa DSN-MUI.
Namun bukan berarti putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam melainkan
tidak terdapat perbedaan antara konsep utang, kreditor, dan jatuh tempo yang
disyaratkan dalam undang-undang kepailitan dengan hukum Islam. 2) Secara umum
pemahaman hakim niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi Syari’ah
yaitu pertama, tidak ada perbedaan mendasar dari proses awal pendaftaran perkara
sampai putusan antara perkara kepailitan ekonomi syariah dan kepailitan pada
umumnya karena menggunakan undang-undang yang sama. Kedua, tidak ada
perbedaan secara prinsip antara syarat-syarat kepailitan Undang-Undang Kepailitan
dan Fatwa DSN-MUI khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: putusan, kepailitan, ekonomi syari’ah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan

0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب ba’ b be

ت ta’ t te

ٽ ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas)

ج jim j je

ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ kha kh ka dan ha

د dal d de

ذ żal ż zet (dengan titik di atas)

ر ra’ r er

ز zai z zet

س sin s es

ش syin sy es dan ye

ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)

ط ṭa’ ṭ te (dengan titik dibawah)

ظ ẓa’ ẓ zet (dengan titik dibawah)

ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas

غ gain g ge

ف fa’ f ef

ق qaf q qi

ك kaf k ka
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ل lam l el

م mim m em

ن nun n en

و wawu w we

ه ha’ h ha

ء hamzah ‘ apostrof

ي ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis t.

متعقدين ditulis muta’aqqidin

عدة ditulis ‘iddah

هبة ditulis hibbah

جزية ditulis jizyah

الأولياءةكرام ditulis karāmah al-auliyā’

زكاة الفطر ditulis zakātul fiṭri
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D. Vokal Pendek

ـِ kasrah ditulis i

ـَ fathah ditulis a

ـُ dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

fathah + ya’ mati ditulis ā

يسعى ditulis yas’ā

kasrah + ya’ mati ditulis ī

كريم ditulis karīm

dammah + wawu mati ditulis Ū

فروض ditulis furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati ditulis Ai

بينكم ditulis Bainakum

fathah + wawu mati ditulis Au

قول ditulis Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

أأنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'idat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرأن ditulis al-Qur’ān

القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis as-Samā’

الشمس ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض ditulis ẓawī al-furūḍ

اهل السنة ditulis ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya sistem ekonomi syari’ah di Indonesia memberikan harapan baru

dalam upaya mendistribusikan kesejahteraan dan menghapuskan kesenjangan

sosial (social-gap). Hal itu karena di dalam ekonomi syari’ah kegiatan atau usaha

memenuhi kebutuhannya didasarkan pada prinsip syari’ah─berpedoman pada al-

Qur’ān dan al-Hadis─yang mencakup komersil dan non komersil1, atau dalam

term religius tidak hanya berdimensi keduniaan tetapi juga keakhiratan.

Salah satu pengamal terdepan ekonomi syari’ah di Indonesia ialah

perbankan syari’ah2 yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI

mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Berdirinya BMI disulut oleh

kegelisahan kaum muslim Indonesia yang tengah berada pada titik kulminasi

terhadap praktik perbankan yang mengandalkan bunga. Di Indonesia bunga bank

telah dinyatakan haram melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1

Tahun 2004 tentang Bunga (Interest) sebagaimana terekam sebagai berikut:

“1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang

terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian,

1 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3.

2Selain bank syari’ah, kegiatan usaha yang berprinsip syari’ah juga termasuk lembaga
keuangan mikro syari’ah; asuransi syari’ah; reasuransi syari’ah; reksa dana syari’ah; obligasi
syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; sekuritas syari’ah; pembiayaan syari’ah;
pegadaian syari’ah; dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan bisnis syari’ah. Lihat Penjelasan
Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.
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praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram

hukumnya; 2) praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik

dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan

Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu”.3

Perjalanan bank syari’ah sebagai motor utama ekonomi Syari’ah di

Indonesia terus mengalami perkembangan.4 Salah satu indikatornya ialah bila

didasarkan pada jumlah Jaringan Kantor Individual Perbankan Syari’ah

(Individual Sharia Banking Network) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dalam statistik perbankan Syari’ah 2016. Menurut data OJK sampai dengan

Desember tahun 2016 total KPO/KC, KCP/UPS, dan KK5 Bank Umum Syari’ah,

Unit Usaha Syari’ah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah yang masing-masing

berjumlah 717 unit, 1.342 unit, dan 429 unit.6

Namun, sebagaimana halnya pada bank konvensional, bank syari’ah dalam

menjalankan usahanya juga memiliki pelbagai risiko seperti: risiko pembiayaan

(finance risk)─pada bank konvensional disebut risiko kredit (credit risk/default

risk);─risiko investasi (investment risk); risiko likuidasi (liquidity risk); risiko

3Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 01 Tahun 2004 tentang Bunga
(Interest/ Fa’idah).

4 Perkembangan perbankan syari’ah Indonesia tidak terlepas dari dukungan mayoritas
penduduk Indonesia yang muslim, tetapi juga pemerintah, regulasi perbankan, parlemen, dan para
cendikiawan muslim yang ikut memuluskan perjalanan bank syari’ah itu sendiri. Lihat Rifki
Islamil, The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices, (Jakarta: Gramata Publishing,
2011), hlm. 1.

5KPO (Kantor Pusat Operasional), KC (Kantor Cabang), KCP (Kantor Cabang
Pembantu), UPS (Unit Pelayanan Syari’ah), KK (Kantor Kas).

6 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Statistik Perbankan Syari’ah 2016”, Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Volume 15 Nomor
01 Desember 2016.
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operasional (operational risk); risiko penyelewengan (fraud risk); dan risiko

fidusia (fiduciary risk).7

Pada pembiayaan misalnya bank berada pada risiko yang diakibatkan oleh

kegagalan atau ketidakmampuan nasabah penerima pembiayaan mengembalikan

jumlah pembiayaan yang diterima dari bank beserta bagi hasil/margin sesuai

jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.8 Padahal, jamak diketahui

bahwa dana yang dialirkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan tersebut

merupakan dana milik pihak ketiga yang harus dikembalikan. Bahkan tidak hanya

harus dikembalikan secara utuh, pada akad-akad selain wadi’ah (titipan) pihak

ketiga dalam akad perjanjian awal juga berhak atas bagi hasil atau keuntungan

bilamana dana yang disalurkan untuk pembiayaan mendapatkan bagian

keuntungan (profit sharing) baik dengan menggunakan akad murabahah,

musyarakah, ataupun mudharabah.

Pembiayaan bermasalah yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan

macet itulah selanjutnya bank melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan

dana pihak ketiga dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan

guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan

melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali

(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) utang-utangnya.9

7Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah,
(Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 40.

8Ibid., hlm. 40-41.
9A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syari’ah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama, 2012), hlm. 447.
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Kemudian apabila upaya penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi

tidak berhasil bank akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan milik

penerima pembiayaan yang diserahkan pada saat disepakatinya perjanjian

pembiayaan. Adakalanya untuk mengembalikan dana pihak ketiga bank juga

menempuh jalur litigasi dengan  melakukan permohonan pailit debitor ke

Pengadilan Niaga bila ternyata debitor memenuhi syarat untuk dipailitkan. Upaya

pailit dilakukan apabila debitor wanprestasi baik karena tidak mampu untuk

melakukan pembayaran kepada para kreditornya (insolvent),10 atau karena

memang tidak mau membayar (mengemplang).

Nasabah yang dinyatakan pailit maka terjadilah sita umum atas harta

kekayaannya untuk kemudian berada pada kekuasaan kurator yang bertugas untuk

membereskannya sekaligus membayarkan piutang bank.11 Putusan pailit dari

pengadilan membuat debitor tidak dapat menguasai, mengelola, baik menjual

ataupun menggadaikan hartanya.12

Di antara upaya mempailitkan nasabah yang berhenti membayar dilakukan

oleh PT Bank Syari’ah Bukopin atas Ny Hajjah Yudianti. PT Bank Syari’ah

Bukopin yang berkedudukan dalam hukum sebagai kreditor memohonkan pailit

Ny Hajjah Yudianti ke Pengadilan Niaga Semarang yang kemudian dikabulkan

pada tanggal 17 April 2014 dengan putusan No. 3/Pailit/2014/PN.SMG. Atas

dasar putusan pailit tersebut secara yuridis debitor pailit tidak dapat melakukan

10M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan,
(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1

11Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

12Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cet. Ke-
7, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 121.
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perbuatan hukum terhadap harta kekayannya kecuali yang ditentukan lain di

dalam undang-undang.13

Hubungan hukum di antara pemohon dan termohon bermula saat Ny

Hajjah Yudiarti bertindak atas nama orang perorangan menandatangani

pembiayaan murabahah kepada pemohon pailit dengan platform pembiayaan

murabahah tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/KCP-

BKS/VIII/2012 nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan margin

Rp. 1.049.628.840,- (satu milyar empat puluh sembilan juta enam ratu dua puluh

delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan jangka waktu pelunasan

60 bulan sejak tanggal penarikan/sampai tanggal 15-08-2017.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh kedua pihak di atas,

menempatkan PT. Bank Syari’ah Bukopin sebagai penjual yang menyediakan

barang yang dibutuhkan oleh Ny Hajjah Yudianti  selaku nasabah pemohon

pembiayaan dengan memberikan informasi secara terbuka harga pokok barang

ditambah dengan margin yang ditentukan sekaligus disepakati keduanya.14

13Pengecualian terhadap harta debitor terdapat pada Pasal 22a, 22b, 22c Undang-Undang
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya
hanya akan disebut UU Kepailitan dan PKPU), yaitu:

a. benda, termasuk hewan yang benar-benar diutuhkan oleh debitor sehubungan dengan
pekerjaannya, perlegkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan,
tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan
bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di
tempat itu.

b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari
suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh
yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah
menurut undang-undang.

14Secara teoritik pembiayaan murabahah merupakan aktivitas menjual suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pebeli dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
Lihat Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
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Ny Hajjah Yudianti dapat dinyatakan pailit karena beberapa persyaratan

pailit menurut undang-undang telah terpenuhi yaitu:15 1) memiliki sedikitnya dua

kreditor; 2) tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor; dan

3) utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Terpenuhinya syarat-syarat pailit serta didukung oleh pembuktikan syarat

secara sederhana membuat permohonan pailit harus dikabulkan sebagaimana

amanah Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, “Permohonan pernyataan

pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara

sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.16

Adapun yang perlu dicermati atas putusan tersebut ialah bahwa bentuk

kerjasama antara debitor pailit dan kreditor adalah pembiayaan murabahah. Di

dalam Pasal 19 yang berisi tentang ketentuan kegiatan Bank Umum Syari’ah

(BUS) sebagaimana Bank Syari’ah Bukopin menyebutkan bahwa kegiatan bank

Syari’ah salah satunya ialah dengan “...d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan

Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau akad lain yang tidak

bertentangan dengan prinsip syari’ah.”

Berdasarkan pengertiannya prinsip syari’ah adalah prinsip hukum Islam

dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh

15Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
16Di dalam peraturan kepailitan yang lama yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang ketentuan ini dimuat di
dalam Pasal 6 ayat (3).
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lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah.17

Prinsip syari’ah dalam kegiatan bank difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.18

Lebih jelas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 menyebutkan

bahwa, “Prinsip Syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional-Majelis

Ulama Indonesia.” Dengan demikian, di dalam memutuskan pailit Pengadilan

Niaga juga harus mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan

dengan pembiayaan murabahah karena menyangkut prinsip syari’ah itu sendiri.

Di dalam Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

misalnya telah diatur beberapa ketentuan mulai dari ketentuan umum murabahah

untuk pihak bank dan ketentuan pembiayaan untuk nasabah pemohon. Fatwa a

quo juga mengatur perihal penyelesaian utang-piutang dalam pembiayaan

murabahah dan kondisi nasabah pailit.

Nasabah yang menerima pembiayaan murabahah dan memiliki

kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tidak dibenarkan untuk menunda-

nunda pembayaran. Apabila nasabah menunda-nunda pembayaran dengan

sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan musyawarah.

Lebih lanjut di dalam fatwa DSN MUI tersebut juga telah mengatur

perihal bangkrut atau pailit, yaitu: “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal

17Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syari’ah.
18Lihat Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syari’ah.



8

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup

kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.

Setidaknya terdapat tujuh fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan

pembiayaan murabahah yang memuat tentang ketentuan pembiayaan guna

menjamin pembiayaan murabahah tetap sesuai dengan koridor yang telah

ditentukan dalam hukum Islam, dan tentu saja wajib dipertimbangkan dalam

mengadili perkara kepailitan, yaitu:

1) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

2) Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam

Murabahah;

3) Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu

yang Menunda-Nunda Pembayaran;

4) Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah

(Khashm Fi Al-Murabahah);

5) Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang

Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar;

6) Fatwa DSN. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan

Murabahah;

7) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah;

Dari pemaparan di atas menarik untuk diteliti tentang: Pertama, sejauh

mana hakim mempertimbangan ketentuan-ketentuan kepailitan di dalam ekonomi

syari’ah yang dalam hal ini ialah fatwa-fatwa Dewan DSN yang terkait dengan

Murabahah dalam putusan pailit No.3/Pailit/2014/PN.Smg. Kedua, karena
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kepailitan ekonomi syari’ah merupakan persoalan kontemporer dan tidak terdapat

ketentuan di dalam UU Kepailitan dan PKPU apakah pemahaman secara umum

hakim Pengadilan Niaga dalam perkara penyelesaian kepailitan ekonomi syariah.

Putusan pailit No.3/PAILIT/2014/PN.SMG dipilih sebagai bahan

penelitian ialah dikarenakan perkaranya bermula pada pembiayaan berplatform

murabahah yang merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh

Bank Syariah, selain juga merupakan perkara kepailitan terbaru selama kurun

waktu 3 tahun terakhir yang melibatkan bank syari’ah.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penelitian ini akan berfokus pada

dua hal yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah putusan pailit No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG mempertimbangkan

prinsip-prinsip syari’ah yang termanifestasi di dalam Fatwa DSN

khususnya yang berkaitan dengan akad murabahah?

2. Secara umum bagaimanakah pemahaman hakim Pengadilan Niaga dalam

menyelesaikan perkara kepailitan antara para pihak yang tunduk pada

hukum ekonomi syari’ah?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan-pertimbangan

prinsip syari’ah di dalam putusan perkara pailit No.

3/PAILIT/2014/PN.SMG.

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman umum

hakim hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara

kepailitan ekonomi syari’ah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat setidaknya dalam dua

aspek teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai

bahan rujukan pada pengembangan riset lanjutan yang berkaitan

dengan objek kajian hukum kepailitan ekonomi syari’ah.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan

reflektif bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara

kepailitan yang melibatkan subjek hukum yang tunduk pada

ekonomi syari’ah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang meletakkan hukum kepailitan ekonomi syari’ah sebagai

objek riset masih terbilang langka. Berdasarkan penelusuran ditemukan beberapa
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penelitian yang perlu dipertimbangkan karena memilih objek kajian yang sama

yaitu tentang kepailitan ekonomi Syari’ah.

Penelitian pertama berjudul Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut

Hukum Perbankan Syari’ah19 yang ditulis oleh Erna Widjajati. Di dalamnya

peneliti mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register No.

7/pailit/2011/PN.Niaga.Jakarta.Pusat yang mengadili perkara kepailitan atas

perseroan yang melakukan pembiayaan musyarakah dan juga terhadap putusan

Mahkamah Agung No. 346 K/PDT.SUS/2011 yang menguatkan putusan

Pengadilan Niaga tersebut.

Penelitian tersebut menguraikan setidaknya dua poin permasalahannya

yaitu apakah Pengadilan Niaga Jakarta mempunyai kewenangan untuk

memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa kepailitan ekonomi syari’ah,

kemudian bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya

No. 346 K/PDT.SUS/2011.

Di dalam temuan penelitian tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga

Jakarta tidak berwenang memutus sengketa kepailitan ekonomi syari’ah

berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, juga

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Begitu pula di dalam pertimbangannya

Mahkamah Agung mengesampingkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

dalam memeriksa, memutus, dan mengadili ekonomi syari’ah.

19Erna Widjajati, “Penyelesaian Sengket Kepailitan Hukum Perbankan Syari’ah”, Jurnal
al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah, Vol. XV, No. 1 Januari 2015.
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Penelitian selanjutnya yaitu “Kegagalan Hukum Di Indonesia dalam

Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan

Syari’ah”.20 Di dalam artikel tersebut Yudha Indrapraja memfokuskan kajiannya

pada beberapa hal. Salah satu yang bertaut dengan masalah penyelesaian sengketa

kepailitan syari’ah ialah bagaimana penyelesaian sengketa kepailitan perbankan

syari’ah.

Di akhir risetnya Yudha Indrapraja berkesimpulan bahwa penyelesaian

sengketa kepailitan sepatutnya berada pada Pengadilan Agama sebagaimana

amanah Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Juga termasuk

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syari’ah.

Judul penelitian selanjutnya ialah “Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem

Ekonomi Syari’ah” yang merupakan penelitian Syamsudi Manan Sinaga.21

Syamsudi memfokuskan pembahasannya pada penyelesaian sengketa dalam

Sistem Ekonomi Syari’ah melalui arbitrase dan kepailitan yang menghasilkan

kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa kepailitan di bidang ekonomi syari’ah

dapat diselesaikan melalui non litigasi yaitu arbitrase dan melalui litigasi yaitu

Pengadilan Agama.

20Yudha Indrapraja, “Kegagalan Hukum Di Indonesia dalam Menciptakan Kepastian
Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syari’ah”, Jurnal Asy-Syari’ah: Jurnal Studi Ilmu
Kesyari’ahan di Indonesia, Vol. 16, No. 3 Desember 2014.

21Syamsudi Manan Sinaga, “Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syari’ah”
dalam www.perpustakaan.bphn.go.id/laras/index.php/searchkatalog/.../41282/mhn070111.pdf
diakses pada tanggal 17-11-2016.
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Perihal penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Agama,  hal

tersebut berangkat dari Pasal 3A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang secara

jelas menyebutkan bahwa di Pengadilan Agama memungkinkan pembentukan

pengadilan khusus dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga. Meskipun Pengadilan

Niaga belum terbentuk di lingkungan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama

dapat menggunakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

PKPU untuk mengadili sengketa utang piutang―kepailitan ekonomi syari’ah.

Demikian halnya dengan pendapat Darul Hurmah22 menurutnya secara

litigasi penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syari’ah harus diputus di

Pegadilan Agama karena menurutnya penyelesaian perkara kepailitan ekonomi

syari’ah di Pengadilan Niaga telah merusak dan/atau menciderai undang-undang

perbankan syari’ah. Penelitian tersebut melakukan penilaian terhadap Pengadilan

Niaga berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, dan Pengadilan Agama berdasarkan

pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa semua

penelitian terdahulu membahas mengenai kompetensi Pengadilan Niaga, yaitu

apakah Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara

kepailitan ekonomi syari’ah. Fokus penelitian tersebutlah yang membedakannya

dengan penelitian ini.

Di dalam riset ini peneliti memfokuskan pada persoalan pertimbangan

ekonomi syari’ah yang bertolak dari putusan pailit No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG

22Darul Humrah, “Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap Perkara
Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Putusan No.
3/PAILIT/2014/PN.SMG)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2016, tidak diterbitkan.
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serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam menggunakan UU

Kepailitan dan PKPU untuk menyelesaikan perkara pailit yang subjek hukumnya

tunduk pada hukum ekonomi syari’ah. Hal ini penting untuk melihat bagaimana

pengadilan niaga yang tugasnya menyatakan pailit perseorangan atau perseroan

dengan pembuktian utang yang sederhana memposisikan perkara kepailitan yang

melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada hukum ekonomi syari’ah, khususnya

fatwa Dewan Syari’ah Nasional.

E. Kerangka Teoretik

Di dalam mengkaji hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di

Indonesia dihadapkan pada realitas bahwa sistem hukum Islam yang menjadi

dasar pelaksanaan ekonomi syariah telah menjadi bagian dari sistem hukum

Indonesia.

Pluralisme hukum di Indonesia telah tampak pada diakuinya beberapa

sistem hukum misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Sistem

hukum adat misalnya disebutkan di dalam Pasal 18B ayat (2):

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan

Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”23.

23 Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
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Sedangkan sistem hukum Islam dijamin di dalam Pasal 29 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu”.24

Dasar negara itulah menurut Afdol yang menyebabkan dapat

ditemukannya aturan-aturan yang berlandaskan kepada hukum agama di

Indonesia. Misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

hukum waris yang banyak bersandar pada hukum Islam.25 Dengan demikian

hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, namun Indonesia

bukanlah negara berdasarkan pada satu agama, melainkan mengakui agama-

agama yang lain dan menjamin hak-hak warganya untuk beribadah sesuai dengan

agaa dan kepercayaan itu.26

Pluralisme hukum (legal pluralism) dalam pengertiannya merupakan suatu

konsep yang menunjukkan suatu kondisi bahwa terdapat lebih dari satu sistem

atau institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan dalam berbagai

aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat.27

Hooker sebagaimana yang dikutip oleh Griffits mendefinisikan pluralisme

hukum dengan:

24Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
25Afdol, Dinamika Hukum Islam di Indonesia, dalam Hukum Indonesia dalam Berbagai

Perspektif, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hlm. 220.
26Ibid., hlm. 221
27Kurnia Warman, Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk, (Jakarta: MuMa, 2010),

hlm. 61.
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“...legal pluralism as the exsistence of “multiple system of legal

obligation...within the confines of the state”.28

Pada asasnya pluralisme hukum (legal pluralism) merupakan kritik

terhadap ideologi sentralisme hukum (legal centralism) yang menjadikan hukum

negara berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah kekuasaan

negara. Artinya di dalam sentralisme hukum hanya ada satu hukum di dalam

negara yaitu hukum yang dibuat oleh negara.29

Berbanding terbalik dengan pluralisme hukum yang diakui oleh negara

dan diakomodir keberadaannya. Namun Griffiths di dalam melakukan kajian

terhadap pluralisme hukum membaginya menjadi dua yaitu pluralisme hukum

kuat (strong legal pluralism) dan pluralisme hukum lemah (weak legal pluralism).

Pluralisme hukum lemah (weak legal pluralism) menurut Griffiths merupakan

bentuk lain dari sentralisme hukum (legal centralism). Pada pluralisme hukum

lemah ini negara mengakui adanya sistem-sistem hukum yang lain, tetapi hukum

yang dibuat oleh negara tetap dipandang lebih berkuasa dibandingkan dengan

sistem hukum yang lain di dalam hierarki sistem hukum negara.30

Sedangkan pluralisme hukum kuat (strong legal pluralism) merupakan

antitesis dari pluralisme hukum lemah yang mengacu pada fakta adanya

kemajemukan yang diakui di dalam tatanan hukum di dalam kelompok

28Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” dalam www.commission-on-legal-pluralism.com
diakses pada tanggal 27 Mei 2017

29 M. Misbahul Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi
Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat”, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 3, No. 1, Juni
2014.

30I Nyoman Nurjaya, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum”, Makalah,
dalam www.huma.or.id diakses pada tanggal 27-05-2017.
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masyarakat. Lebih dari itu, pada pluralisme hukum kuat tidak menempatkan

sistem hukum lain berada di posisi bawah sistem yang dibuat oleh negara dalam

hierarki sistem negara.31

Selain itu teori semi-Autonomous Social Field juga dimasukkan ke dalam

jenis pluralisme hukum kuat (strong legal pluralism) yang memberikan

pemahaman bahwa legal pluralisme tidak hanya sebatas hukum negara, hukum

kebiasaan, atau hukum agama saja namun termasuk juga di dalamnya sistem

normatif berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri.32

Di dalam Institusi sosial yang semi otonom hukum juga dapat berjalan

efektif sebagai bentuk dari pemaksaan sosial selain dari institusi hukum formal.

Hal ini karena di dalam berbagai institusi sosial yang semi otonom telah

memperlihatkan bahwa mereka memiliki aturan untuk membujuk atau memaksa

para anggotanya yang taat. Telah terbukti bahwa hukum lokal, adat kebiasaan, dan

hukum agama menjadi beberapa faktor utama bagi keefektifan hukum di dalam

kehidupan masyarakat modern.33

F. Metode Penelitian

Setelah memahami latar belakang yang telah diuraikan di atas, langkah

selanjutnya ialah menetapkan metode penelitian hukum yang akan digunakan

dalam riset ini. khususnya berkaitan dengan persoalan penyelesaian perkara

31Ibid.
32Ibid.
33Ratno Lukito, Sacred and Secular Laws: a Study of Conflict and Resolution in

Indonesia, terj. Inyiak Ridwan Muzir, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 8.
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kepailitan ekonomi syari’ah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun

metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang dalam

pengertiannya digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum

yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi34. Adapun persoalan yang tengah

dihadapi ialah berkaitan dengan penyelesaian perkara kepailitan ekonomi

syari’ah yang diselesaikan di Pengadilan Niaga yang pokok

permasalahannya telah dipaparkan di dalam sub perumusan masalah

sebelumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.35

Dalam penelitian ini pendekatannya menggunakan kasus perkara

kepailitan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga semarang yaitu

34Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.
35Ibid., hlm. 137
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putusan No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

3. Bahan Hukum

Terdapat tiga bahan hukum yang akan digunakan di dalam meneliti

penyelesaian perkara ekonomi syari’ah platform murabahah ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.36

Dalam konteks penelitian ini maka bahan hukum primernya berupa

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta putusan pailit No.

3/PAILIT/2014/PN.SMG.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang

berkaitan dengan kepailitan ekonomi syari’ah.

36 Ibid., hlm. 181
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan di dalam penelitian ini ialah dengan

mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen berupa putusan

Pengadilan Niaga Semarang No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG, peraturan

perundang-undangan, dan berbagai penelitian serta literatur yang

relevan dengan fokus penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna menggali informasi khususnya pada fokus

permasalahan yang kedua yaitu tantangan hakim Pengadilan Niaga

dalam menyelesaikan perkara kepailitan Ekonomi Syari’ah.

Wawancara tersebut dilakukan pada Hakim Niaga Semarang.

5. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum baik primer maupun

sekunder melalui dokumentasi dan wawancara maka teknik selanjutnya

ialah melakukan analisis. Analisis diperlukan untuk melakukan kajian atau

telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang

telah didapatkan sebelumnya.37 Adapun sifat analisis yang akan digunakan

di dalam analisis ini ialah deskriptif yaitu peneliti akan menggambarkan

atau memaparkan objek kajian yang diteliti.

37Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 183.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang baik sangat diperlukan guna membentuk

sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan sistematis.  Oleh sebab itu di dalam karya

ilmiah ini penulisannya akan dibagi ke dalam lima bab yang akan diuraikan

sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pengantar yang menguraikan latar belakang

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,

kerangka teoritik yang digunakan, metode penelitian, dan yang terakhir ialah

sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengurai tinjauan umum tentang penyelesaian kepailitan pada

umumnya dan penyelesaian kepailitan ekonomi syari’ah. Kepailitan dalam hukum

positif yang digunakan di Indonesia atau pada umumnya dibahas definisi, dasar

hukum, asas-asas, syarat mengajukan pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan

kepailitan ke pengadilan dan akibat hukum dari permohonan pailit yang

dikabulkan oleh pengadilan. Adapun dalam pembahasan kepailitan ekonomi

syari’ah yang merupakan akibat dari pembiayaan murabahah dibahas tentang

pengertian pembiayaan murabahah, dasar hukum murabahah, dan ketentuan-

ketentuan utang dalam pembiayaan murabah. Poin terakhir dalam bab ini

membahas penyelesaian kepailitan ekonomi syari’ah di Indonesia yang terkait

langsung dengan objek penelitian ini.

Bab Ketiga, karena penelitian ini mencoba menganalisis terhadap putusan

kepailitan No.3/Pailit/2014/PN.SMG maka di dalam bab tiga dibahas tentang
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putusan tersebut secara umum. Pada bab ini khususnya sub judul kedua berisi

tentang uraian persoalan utama hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan

perkara kepailitan ekonomi syari’ah yang diperoleh melalui wawancara,

dilengkapi dengan bahan hukum lain baik berkategori bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi pokok pembahasan dari

permasalahan penelitian yang disuguhkan pada bab pertama. Bab keempat

mencoba menganalisis tentang pertimbangan hukum Islam di dalam putusan

pailit No.3/Pailit/2014/PN.SMG dan juga menganalisis tentang persoalan utama

hakim niaga dalam penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syari’ah yang

melibatkan pihak yang tunduk pada hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini yang

memuat kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian atau jawaban atas persoalan

yang telah diterangkan pada bab I. Bab ini juga berisikan saran-saran yang

mungkin diperlukan pada penelitian lanjutan pada objek kajian kepailitan

ekonomi syari’ah.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam Putusan perkara kepailitan No. 3/Pailit/2014/PN.SMG hakim

sama sekali tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan fatwa

DSN-MUI di dalam dasar pertimbangan diputuskannya perkara pailit

ataupun hukum Islam yang termanifestasi di dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES). Meski demikian bukan berarti putusan

tersebut menjadi cacat dan tidak sesuai dengan syari’ah. Peneliti

melihat bahwa meskipun tidak menyebut fatwa DSN-MUI dan KHES

secara gamblang, namun putusan pailit No. 3/Pailit/2014/PN.SMG

tidak bertentangan sama sekali dengan keduanya. Karena yang

demikian itu terlihat dari konsep utang, debitor, kreditor, adanya

restrukturisasi, yang disyaratkan di dalam UU Kepailitan dan PKPU

juga dicantumkan ketentuannya di dalam hukum Islam, dan tidak ada

perbedaan yang sangat prinsip di antara keduanya. Maka, sebenarnya

tidak ada beban bagi hakim untuk menyebutkan secara eksplisit hukum

Islam yang terwujud dalam fatwa DSN-MUI. Terlebih di dalam fatwa

tidak diperinci dan bahkan tidak mengatur bagaimana mekanisme

kepailitan harus dilaksanakan.

2. Secara umum pemahaman hakim dalam menyelesaikan perkara

kepailitan ekonomi syari’ah ialah sebagai berikut:
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a. Tidak ada perbedaan dari proses pendaftaran perkara sampai

diputusnya pailit debitor oleh pengadilan niaga antara perkara

kepailitan pada umumnya dengan perkara kepailitan ekonomi

syari’ah. Hal ini tidak lain karena di dalam penyelesaian perkara

kepailitan keduanya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-

undangan yang sama yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Di dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi syariah hakim

niaga menilai bahwa tidak ada perbedaan secara prinsip mengenai

syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang dengan hukum Islam yang termanifestasi di

dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI). Syarat kepailitan dimaksud yaitu tentang minimal

memiliki dua kreditor, tidak membayar sedikitnya satu utang, dan

utang telah jatuh wkatu dan dapat ditagih.

B. Saran

Para peneliti maupun akademisi yang bersikukuh agar pengadilan

kepailitan ekonomi syariah berada di dalam lingkungan Peradilan Agama

diharapkan melakukan penelitian tentang putusan-putusan kepailitan yang

melibatkan subjek hukum yang tunduk pada hukum ekonomi syariah guna

mengetahui seberapa tinggi kadar urgensitas pemindahan kewenangan Pengadilan

Niaga ke Pengadilan Agama.
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Pemindahan kekuasan Pengadilan Niaga ke Pengadilan Agama tidak

mudah, selain juga tidak murah. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama

juga akan menjadi penghalang sekaligus tantangan mengingat dalam

menyelesaikan perkara kepailitan dibutuhkan hakim-hakim yang kompeten di

dalam kepailitan disamping pengalaman.
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Lampiran 1: Terjemahan

TERJEMAHAN

No Halaman Bab II
1 50 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2 50 “...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...”

3 50 Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad
Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan
bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami
Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini
dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata,
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla."

3 50-51 “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal
berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al
Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al
Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib
dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat
barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan
campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang
rumah bukan untuk dijual”.

4 51 “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal,
telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah
menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin
'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian
diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih”.

5 51 Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan
kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin
Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia



mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran
hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman".

6 51 Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Adam telah
menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Wabr bin
Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru bin Asy
Syarid dari ayahnya, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Penundaan pembayaran hutan yang
dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya
menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya."



Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

1. Sengketa ekonomi Syariah diselesaikan di Peradilan Agama, sebagai hakim
bagaimana pendapat bapak?

2. Perkara kepailitan termasuk perkara permohonan (voluntair), untuk subjek hukum
yang tunduk pada ekonomi syariah apa perlu diselesaikan di Pengadilan Agama atau
tetap di Pengadilan Niaga?

3. Apakah terdapat perbedaan dalam penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syariah
dengan kepailitan pada umumnya, baik prosedur ataupun dalam proses hakim
melakukan pertimbangan hukumnya?

4. Apakah di dalam memutus perkara kepailitan yang melibatkan subjek hukum yang
tunduk pada hukum ekonomi syariah perlu mempertimbangkan hukum Islam (fatwa
DSN-MUI atau KHES).

5. Secara umum bagaimana pendapat bapak dalam penyelesaian perkara kepailitan
ekonomi Syari’ah?



Lampiran 3 : Surat Keterangan ResearchLampiran 3 : Surat Keterangan ResearchLampiran 3 : Surat Keterangan Research









































































Lampiran 5 : Kartu Bimbingan TesisLampiran 5 : Kartu Bimbingan TesisLampiran 5 : Kartu Bimbingan Tesis





Lampiran 6 : Curriculum Vitae

CURRCULUM VITAE
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Lampiran 6 : Curriculum Vitae

PRESTASI

2013 JUARA I DUTA MAHASISWA GENERASI
BERENCANA BKKBN LAMPUNG

2014 JUARA III LOMBA PENYIAR BERITA LAMPUNG
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